
BUPATI MESUJI 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI MESUJI 

NOMOR 3I TAHUN 2022 

TENTANG 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN 

KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI MESUJI, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun :2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggunjawaban Dana Operasional, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan 
Keuangan Daerah dan Besaran Tunjangan Komunikasi 
Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 
Anggaran 2023. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Dipindai dengan CamScanner 
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BUPATI MESUJI 

PROVINSI LAMP'UNG 

PERATURAN BUPATT MESUJI 

NOMOR SI TAHUN 2022 

TENTANG 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN 

KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANOOOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATT MESUJI, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggunjawaban Dana Operasional, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan 
Keuangan Daerah dan Besaran Tunjangan Komunikasi 
Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Dacrah dan Dana Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 
Anggaran 2023. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarbahan Lembaran 
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Negara Republik Indoncsia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tcntang 
Pembcntukan Kabupatcn Mcsuji di pr 4, at L ·'3J n 'rovnsi 'ampung 
(Lemabaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2008 
Nomor 186, 'Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indoncsia Nomor 4933); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pcmcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana 
tclah diubah bcbcrapa kali, tcrakhir dcngan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tcntang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah 
Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengclompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
scrta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

Dipindai dengan CamScanner 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun T' a 2008 tentang 

Pembcntukan Kabupaten Mcsuji di pr , A L 73'J «, 'rovIns1 ampung 
(Lemabaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 186, 'Tambahan Lembaran N 

&' v Icgara Rcpublik 
Indoncsia Nomor 4933); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pcmcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana 
tclah diubah bebcrapa kali, tcrakhir dcngan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tcntang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengclompokan Kcmampuan Keuangan Daerah, 
scrta Pelaksanaan dan Pcrtanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

Dipindai dengan CamScanner 
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Menetapkan 

2017 Nomor 1067); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten 
Mesuji (Lemabaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 

Nomor 8) 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan 

Perangkat 

Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mesuji Tahun 2020 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN 

DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA 

OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 

azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana 

dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Mesuji. 

4. Bupati adalah Bupati Mesuji. 

Dipindai dengan CamScanner 

Menetapkan 

2017 Nomor 1067); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mesuji (Lemabaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 

Nomor 8) 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mesuji Tahun 2020 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN 
DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF, TUNJANGAN RESES 

PIMPJNAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA 
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Mesuji. 

4. Bupati adalah Bupati Mesuji. 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


5, Dewan Irwakilan Rakyat Darrah, clanjutnya diningknt DPRD udnlah 
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan acbugui unsur 
pnyclenggara pemcrintah dncrah. 

6. Pimpinan DPD adalah Ketun dun Wakil ctun DPRD Knbupaten Mcsuji. 
7, nggota DPRD adalah mercka yang diresmiknn kcanggotuannyu scbagai 

nggota DPRD dan tclah mcngucupkmn sumpah/junji bcrdusurkan 
ketcntuan pcrundnng-undangnn. 

8. Sckretaris DPRD adalah Sckreturis DPRD Kabupatcn Mcsuji. 

9. Tunjangan omuniknsi Intensif, sclanjutnya disingknt TKI adnlah uang 
yang diberikan kepada Pimpinan dun Anggotn DPRD sctiup bulannya 
dalnm rangka mendorong pcningkutun kincrjn Pimpinan dan Anggotu 
DPRD. 

10. Tunjangan Reses adalnh uang yang dibcrikn sctinp mclaksannkan rcscs 
kepada Pimpinan DPRD dan anggotu DPRD. 

11. Dan Operasonnl Pimpinan DPRD, sclanjutnya discbut DO adalah dana 
yang diberikan setinp bulan kcpada Pimpinan DPRD untuk menunjang 
kegiatan operasionnl yang berkaitan dengan rcprcscntasi, pclayanan, 
dan kcbutuhan lain guna melancnrkan pclaksanaan tugas kctua DPRD 
dan Wakil Ketua DPRD schari-hari. 

12. Kemampuan Keuangan Dacrah adalah klasifikasi/klastcr suatu daerah 
untuk menentukan kelompok kemampuan kcuangan dacrah yang 
ditetapkan berdasarkan formula scbagai dasar pcnghitungan bcsaran 
tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Rcscs dan Dana Operasional 
Pimpinan DPRD. 

13. Pertanggungiawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber 
daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan 
DPRD sesuai dengan tujuan yang ditctapkan secara periodik. 

14. Uang Representasi adalah uang yang dibcrikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD schubungan dengan kcdudukannya sebagai Pimpinan 
dan Anggota DPRD. 

15. Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya discbut Pegawai ASN adalah 
pcgawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang diangkat oleh pcjabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya 
dan digaji berdasarkan peraturan pcrundang-undangan. 

Dipindai dengan CamScanner 

5, Dewan Prwakilan Rakyat Darrah, elanjutnya diningknt DPRD adnlah 
lembaga Perwakilan Rakyat Daerh yang bcrkcdudukan scbngui unsur 
pnyclenggara pemcrintah dncrah. 

6. Pimpinan DPRD adalah Ketun dan Wakil Ketuu DPRD Knbupatcn Mcsuji, 
7, nggota DPRD adalah merck yang dircsmiknn kcanggotunnnyu scbugai 

nggot DPRD dan tclah mengucupknn sumpah/junji bcrdusurkan 
ketentuan pcrundnng-undangnn, 

8. Sekretnris DPRD adalah Sckretaris DPRD Knbupatcn Mcsuji. 
9. Tunjangan omuniknsi Intensif, sclanjutnya disingkat TKI adalah uang 

yang diberikan kcpuda Pimpinan dun Anggotn DPRD sctiup bulannya 
dalnm rangka mendorong pcningkutnn kincrjn Pimpinan dan Anggota 
DPRD. 

10. Tunjangan Reses adnlah uang yang dibcriknn sctinp mclaksannkan rcscs 
kepada Pimpinan DPRD dan anggotn DPRD. 

11. Dana Operasonnl Pimpinan DPRD, sclanjutnya discbut DO adalah dana 
yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk mcnunjang 
kegiatan operasional yang berkaitan dcngan representasi, pclayanan, 
dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas kctua DPRD 
dan Wakil Ketua DPRD schuri-hari. 

12. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klastcr suatu daerah 
untuk mcnentukan kelompok kemampuan kcuangan dacrah yang 
ditetapka n berdasarkan formula scbagai dasar pcnghitungan bcsaran 
tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional 
Pimpinan DPRD. 

13. Pertanggungiawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber 
daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan 
DPRD sesuai dengan tujuan yang ditctapkan secara periodik. 

14. Uang Representasi adalah uang yang dibcrikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD schubungan dengan kcdudukannya sebagai Pimpinan 
dan Anggota DPRD. 

15. Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya discbut Pegawai ASN adalah 

pcgawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang diangkat olch pcjabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya 
dan digaji berdasarkan peraturan pcrundang-undangan. 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAB II 
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 termasuk Kelompok 
Kemampuan Keuangan Daerah "REND AH". 

Pasal 3 

(1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan 

umum daerah dikurangi belanja aparatur sipil negara. 
(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri 

atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. 
(3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana 

Bagi Hasil yang bersurnber dari Dana Perirnbangan yang terdiri atas : 
a. Dana Bagi Hasil dari Pajak; dan 
b. Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam. 

(4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja 
Gaji dan Tunjangan, serta tambahan penghasilan pegawai ASN. 

Pasal 4 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan 
daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 

merupakan 

data 

realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

(3) Kelompok kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Mesuji Tahun 

Anggaran 2023 berdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan 
Daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah 

sebagai berikut: 
a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah 

Rp.501.674.392.905,44 yang terdiri dari : 
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
- Realisasi Dana Bagi Hasil 
- Realisasi Dana Alokasi Umum 

Rp. 56.989.389.678,50 
Rp. 41.348.533.218,00 
Rp.403.336.470.000,00 

b. Realisasi Belanja Pegawai ASN Tahun Anggaran 2021 adalah 
Rp.221.620.149.085,00 yang terdiri dari : 
- Realisasi Gaji dan Tunjangan Rp. 153.003.754.724,00 

Dipindai dengan CamScanner 

BAB II 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 
Kemampuan 

Keuangan Daerah Tahun 
Anggaran 2023 

termasuk 
Kelompok 

Kemampuan Keuangan Daerah "RENDAH. 

Pasal 3 

(1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan 

umum daerah dikurangi belanja aparatur sipil negara. 
(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. 

(3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana 

Bagi Basil yang bersumber dari Dana Perimbangan yang terdiri atas : 
a. Dana Bagi Hasil dari Pajak; dan 
b. Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam. 

(4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja 
Gaji dan Tunjangan, serta tambahan penghasilan pegawai ASN. 

Pasal 4 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 
(3) Kelompok kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Mesuji Tahun 

Anggaran 2023 berdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan 
Daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah 
sebagai berikut: 

a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah 
Rp.501.674.392.905,44 yang terdiri dari : 

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
- Realisasi Dana Bagi Hasil 
- Realisasi Dana Alokasi Umum 

Rp. 56.989.389.678,50 
Rp. 41.348.533.218,00 
Rp.403.336.470.000,00 

b. Realisasi Belanja Pegawai ASN Tahun Anggaran 2021 adalah 
Rp.221.620.149.085,00 yang terdiri dari: 
- Realisasi Gaji dan Tunjangan Rp. 153.003.754.724,00 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, 
Tunjangan Profesi Guru, Tambahan 
Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus 
Guru 

- Realisasi Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian 

Rp.67.457.549.509,00 

Rp.1.158.844.852,00 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 
Tahun 2023 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua 

DPRD atau senilai . 
(2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Tahun 2023 

diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. 

(3) DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi 

Ketua DPRD; 
(4) DO Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali 

uang representasi Wakil Ketua DPRD. 

BAB III 

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL 

Pasal 6 
Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) 

diberikan setiap bulan dengan ketentuan: 
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua 

biaya atau disebut lumpsum; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional 

lainnya. 

Pasal 7 

(1) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan 
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai 
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke 
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
anggaran berkenaan. 

(2) DO Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, 
dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas 
manfaat, efektifitas, efisiensi dan ekuntabilitas. 

Dipindai dengan CamScanner 

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, 
Tunjangan Profesi Guru, Tambahan 
Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus 
Guru 

- Realisasi Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian 

Rp.67.457.549.509,00 

Rp.1.158.844.852,00 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 
Tahun 2023 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua 

DPRD atau senilai . 
(2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Tahun 2023 

diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. 

(3) DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi 

Ketua DPRD; 
(4) DO Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali 

uang representasi Wakil Ketua DPRD. 

BABIII 

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL 

Pasal 6 

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) 
diberikan setiap bulan dengan ketentuan: 

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua 

biaya atau disebut lumpsum; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional 

lainnya. 

Pasal 7 

(1) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan 
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai 
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke 
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
anggaran berkenaan. 

(2) DO Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, 
dan/atau golongan, dan penggunaannya 

harus memperhatikan asas 

manfaat, efektifitas, efisiensi dan ekuntabilitas. 
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Pasal 8 

Bendahara pengeluaran ~, 
lar , . mcngajukan surat permintaan pembayaran angsung pencairan DO ebee f %. 

e scbcsar 1, 12 (satu pcr dua bclas) dari pagu I 
(satu) tahun anggara k d ' Aran ccpala pcngguna anggaran. 
Berdasarkan r a:., • pcngajuan surat pcrmintaan pcmbayaran langsung 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), sckretaris DPRD sclaku pengguna 
anggaran mengajukan surat pcrintah mcmbayar langsung untuk 
pencairan DO scbesar 1/12 (satu per dua bclas) dari pagu 1 (satu) tahun 
anggaran kepada bendahara umum dacrah. 

(3) Surat perintah mcmbayar langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melampirkan : 

a. daftar penerima DO; dan 
b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang 

menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan 
peruntukannya. 

(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO 
berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat 
daerah sekretariat DPRD. 

Pasal 9 

(1) Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran DO yang diberikan 
secara sekaligus berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua 
DPRD dan wakil ketua DPRD. 

(2) Bendahara pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional 
lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang 
undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib 
menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana 
telah sesuai dengan peruntukannya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO dibuktikan dengan laporan 
penggunaan DO. 

(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO disertai dengan bukti pengeluaran 
yang lengkap dan salt. 

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan - 
DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat 

(3) 
kepada bendahara 

pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 
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Pasal 8 
Bendahara pengeluaran %,~~,_ 
la1 sin, 

, 
, 

mcngajukan surat pcrmintaan pcmbayaran angsung pcncairan DO cbe. , . 
e scbcsar 1/12 (satu pcr dua bclas) dari pagu 1 

(satu) tahun anggaran kcpad ''k u :cpala pcngguna anggaran. 
Berdasarkan »;~.. _, pcngajuan surat permintaan pcmbayaran langsung 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ckretaris DPRD sclaku pengguna 
anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk 
pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua bclas) dari pagu 1 (satu) tahun 
anggaran kepada bendahara umum dacrah. 

(3) Surat perintah membayar langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melampirkan : 

a. daftar penerima DO; dan 
b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang 

menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan 
peruntukannya. 

(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO 
berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat 
daerah sekretariat DPRD. 

Pasal 9 

(I) Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran DO yang diberikan 
secara sekaligus berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua 
DPRD dan wakil ketua DPRD. 

(2) Bendahara pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional 
lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang 
undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib 
menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana 
telah sesuai dengan peruntukannya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO dibuktikan dengan laporan 
penggunaan DO. 

(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO disertai dengan bukti pengeluaran 
yang Jengkap dan sah. 

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan 
DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) kepada bendahara 

pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 
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(5) Dalam hal ten.• . · «ruapat sisa DO f pada akhir bulan sebelumnya, sebagai 
tambahan DO bulan berjalan. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 11 
Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam 
Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah yang: 

memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah. 

BAB V 

PENUTUP 
Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

SYAMSUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUI TAHUN 2022 NOMOR / 

Diundangkan di Mesuji / 
pada tanggal 6° ANoyember 2022 
SEKRETARIS DAE] KABUPATEN MESUJI, 

Ditetapkan di Mesuji / 
pada tanggal 6y November 2022 
PI (JABAT BUPATI MESUI, 
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( (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai 

tambahan DO bulan berjalan. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 11 
Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam 
Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah yang 

memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah. 

BABV 

PENUTUP 
Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji / 
pada tanggal 6° ANovember 2022 
PF JABAT BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesuji / 
pada tanggal 6° ANoyem6e 2022 
SEKRETARIS DAE] KABUPATEN MESUJI, 

SYAMSUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUI TAHUN 2022 NOMOR / 
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